BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Setelah mengevaluasi kebijakan pelaksanaan e-office di lingkungan
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan e-
office di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, secara umum belum terlaksana dengan optimal.
Disamping itu berdasarkan hasil evaluasi kebijakan dapat disimpulkan juga
kebijakan tersebut masih layak untuk diteruskan, dengan catatan perlu
penambahan regulasi lainnya agar pelaksanaan e-office di lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat berjalan dengan optimal.
Berikut ini adalah kesimpulan khusus berdasarkan aspek penelitian.
1. Aspek Sumber Daya Aparatur (SDA)
SDA dalam hal ini pengguna Aplikasi E-Office sudah menggunakan
aplikasi tersebut dengan baik dan mengerti cara kerja aplikasi tersebut.
Hal ini dikarenakan sudah pernah dilakukan sosialisasi pelaksanaan e-
office. Namun, masih ada beberapa pejabat struktural yang belum
menggunakan aplikasi ini padahal akun pengguna e-office ini jumlah
nya terbatas. Pengguna yang bisa menggunakan aplikasi tersebut
adalah pejabat struktural saja. Meskipun masih ada kendala dalam
keterbatasan penggunaan akun, tetapi aplikasi ini tetap memiliki

banyak manfaat yang diperoleh setelah Oditetapkan E-office, sehingga
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dapat meningkatkan kualitas dan kinerja SDA di lingkungan Sekretariat
Kementerian/Sekretariat Utama.

2. Aspek Kelembagaan
Koordinasi antar jenjang eselon dalam pelaksanaan e-office sudah
dijalankan dengan baik melalui beberapa platform media sosial seperti
grup whatsapp di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama. Namun demikian, keterlibatan unit lain kurang dimanfaatkan
dalam penerapan aplikasi e-office ini, seperti Pusat Data dan Sistem
Informasi.

3. Aspek Sarana, Prasarana, dan Teknologi
Aspek sarana, prasarana, dan teknologi yang digunakan sudah cukup
baik dan jaringan internet yang stabil digunakan di lingkungan
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Namun, terdapat kendala
yakni Aplikasi E-office versi mobile apps yang masih belum tersedia,
fitur-fitur yang terbatas, dan keterbatasan jumlah akun penguna.
Selain itu, meskipun jaringan internet relatif stabil, tetapi kadangkala
jaringan down dan kecepatan bandwith melemah saat terjadi traffic
penggunaan jaringan internet.

4. Aspek Finansial
Untuk aspek finansial telah cukup baik diakomodir oleh pimpinan di
lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama yang

mendukung penuh secara finansial dalam pelaksanaan dan
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5.

pengembangan Aplikasi E-office. Namun, anggaran yang digunakan
belum maksimal. Hal ini dikarenakan, banyak pejabat struktural yang
belum menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga anggaran license akun
pengguna aplikasi e-office menjadi tidak terpakai dengan maksimal.
Hal ini patut disayangkan, karena kurang optimalnya pemanfaatan
kuota akun pengguna pada aplikasi e-office padahal telah ada
dukungan anggaran yang besar dari pimpinan di Kemenparekraf.

Aspek Regulasi

Untuk aspek regulasi masih terdapat kekurangan, yakni terbatasnya
regulasi pendukung yang mendukung kebijakan pelaksanaan e-office
di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Saat ini
baru ada kebijakan yakni Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor
SK.11/UM.001/SESMEN/KEMPAR/2015 tentang Penggunaan dan
Penerapan Aplikasi E-Office di Lingkungan Kementerian Pariwisata
dan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor
UM.001/36/25/SETMEN/KEMPAR/2015 tentang Penerapan Aplikasi
E-Office di Lingkungan Kementerian Pariwisata. Sementara regulasi
pendukung seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk

Teknis (Juknis) belum diterbitkan.
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B. Saran

Untuk lebih memperkuat eksistensi kebijakan tersebut mengingat

masih banyaknya manfaat yang telah diberikan bagi organisasi, maka

penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur

7

Disarankan kepada pimpinan di Sekretariat Kementerian/Sekretariat
Utama untuk menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis,
peningkatan capacity building bagi pengguna. Sehingga tidak ada lagi
pengguna yang tidak bisa menggunakan Aplikasi E-Office dengan
maksimal. Selain itu, perlu ditambahkan akun pengguna e-office serta
perlu diterapkan punishment (hukuman) kepada pejabat strukutral
yang tidak menggunakan akun Aplikasi E-office nya. Hal tersebut
dilakukan agar memberi efek jera dan menerapkan kewajiban untuk
menggunakan aplikasi e-office tersebut.

Aspek Kelembagaan

Perlu dioptimalkan keterlibatan unit lain seperti Pusat Data dan
Sistem Informasi dalam rangka pengembangan aplikasi e-office. Pusat
Data dan Sistem Informasi menaungi banyak ASN dengan jabatan
fungsional Pranata Komputer yang kompetensinya dapat
diberdayakan untuk mengembangkan Aplikasi E-Office, sehingga tidak
tergantung lagi dengan pihak luar (pihak ketiga). Selain itu, perlu
dibutuhkan tim untuk mengevaluasi kebijakan terkait pelaksanaan

Aplikasi E-Office. Dari hasil evaluasi tersebut diharapkan didapat
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kesimpulan terkait apakah kebijakan tersebut perlu dikembangkan,
diteruskan, direvisi, atau tidak digunakan lagi.
3. Aspek Sarana, Prasarana dan Teknologi
Perlu dilakukan pengembangan Aplikasi E-office berdasarkan hasil
evaluasi kebijakan yang sudah dilakukan, agar hasil dari
pengembangan aplikasi tersebut maksimal dan tepat sasaran. Untuk
jaringan internet perlu diperhatikan kecepatannya, jangan sampai
berkurang dan down servernya. Untuk lebih menstabilkan jaringan
internet perlu dijaga kecepatan internetnya jangan sampai di bawah
100 mbps dan untuk server perlu dilakukan maintenance secara
berkala. Selain itu, aplikasi juga harus dapat diintegrasikan dengan
beberapa aplikasi lain yang ada saat ini, seperti SIMPEG (sistem
informasi kepegawaian) dan e-mail. Karena adanya sistem aplikasi
yang terintegrasi menjadi penilaian penting dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) oleh Kemenpan RB.
4. Aspek Finansial

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi anggaran dalam pelaksanaan
e-office. Agar anggaran besar yang sudah dikeluarkan, sesuai dengan
hasil yang ingin dicapai dan tidak menjadi kerugian negara. Daya cakup
anggaran terkait jumlah pengguna Aplikasi E-Office perlu dioptimalkan.
Agar, jangan sampai terjadi akun pengguna yang sudah dibagikan tidak

terpakai.
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5. Aspek Regulasi
Agar dapat menguatkan pelaksanaan Aplikasi E-office di lingkungan
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, maka perlu diterbitkan
regulasi pendukung seperti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk
Teknis (Juknis) Penggunaan Aplikasi E-office, dan SOP Penggunaan
Aplikasi E-office. Regulasi tersebut dibutuhkan, untuk pelaksanaan e-

office yang sesuai dan tepat sasaran.
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